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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerzh ’RAPBD) Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Tengah tentang Periznz-z- Pa-_czhz- A nggaran Pendarpata ozr Beiane Dasran

1. Undang-Undang Nomcos I Tzrun 1858 ientang Pembeniukar Daerar Swalzntre Provinst Daerah Tingkat |
Kalimantan Tengan -\_:_—,-mca:'a" Negare Tanun 1958 Republik Indonesia Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Ng’no’ 1e2Z
Tzm ‘T&E ientang Pgjak B.— zzn Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia
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saran Negars Reput:k Inconesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
hun 1994 (Lembarar Negara Repubiik Indonesia Tenhun 1994 Nomor 62,

ndones ia Nomor 3569):

2. Undang-Undang Nome-
Tahun 1985 Nomor 28 Tz
dengan Undang-Undzang Nomo.f
Tambeghan Lembaran N—-g=r

m
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47.'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganr {Lembaran Negara
Republik Indonesie Tzhur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubti« i~do~as z No—2r 2388)

Undang-Undang Nomcer 18 Tahun 1004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tengguh

¥ Reg
{Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lemparan Necz 3z =soulbk indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguran Nasio~a' _smcaran Negars
Republik Indonesiz Tarur 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik ingcnes 2 No—2- B}

' 1. Undang-Undang Nomor 3Z Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reoudix Ingonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga‘mana teian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanngndang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perzbahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerzh menjad



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nocmor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Arggote Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47v

m 2005 tentiang Pengeioiaan Keuangan Badan iLayanan Umum (Lembaran

16. Pergwuran Pemsernisr NImo7 23
* s S Nomeor 48 Tzmbehen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

Negeare Q cubix ingomes 2 Tzrun
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17 Peraturan Pemeririz= Nz—3° 24 Tahun 2005 teniang Stancar Akuntanst Pemerintar: (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tenu~ 2002 No—2- 2 Tambahan Lemta-z~ Necara Repubiik Indoresie No—cr 4503);
18. Perauran Pemennian Nomc- 3¢ Tahun 2005 :eriang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
hu{w 2005 Nomer *32 Tz—tarar Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4574}

19. Peraturan Pemefmtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurn 2005 Nomo- 37 Tzmtanzn Lembaran Negarz Repubiik Indonesia Nomor 4575



20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembparan Negara Republik indonesua Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1€5. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

27 Perzturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporarn Kesuz~gz- =z ¥ ~2rz Instansi Pemerintgn
{Lemraran Nszere Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28, Tempenzar _e~rz72- NzZztz Repubhv ingonssz
Nomor 456145

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaz~ <euzngan Daerah;

raturen Dzer== Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentarg Poxox-co«<2« Senzeioiaan Keuangz~

28. Perdturan Daeran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggeran FPendapatan dan Beiange
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007.




MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

| Menetapkan
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumiah 1.082.945.000.000,00 bertambah sejumlah -
| Rp.19.383.974.832,00 sehungga menjadi Rp.1.102.328.974.832,00 dengan rincian sebagai berikut :

| 1. PENDAPATAN

a. Semula Rp. 997.945.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pendapatan seteiah Perubahan Rp. 897.945.000.000,00

2. BELANJA

a. Semula Rp. 1.082.945.000.000,00

b. Bertambah Rp. 19.383.974.832.00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Ro. 1.102.328.974.832,00
Surplus/{Defisit* seisizh Parubahan : (Rp 104 383.974.832,00)

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan

SN aY-GaTatoliatate!

1) Semula Rp. 102 20C CGO 0CC.CO

2) Bertambah Rp. 15.383.874.832.0C

Jumlah Penerimaan setelzh Perucz-z- Rp. 124.383.974.832,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 27 03 2CC.000.CC

2) Bertambah/(Berkurang) - Rp. 0.0C

Jumlah Pengeiueran sgteiah Ferutanan ' Rp. 20.00G 900.000,00
Jumiah Pembiayan Netc setelah Perubahan Rp. 104.383.974.832,00

Sisa Leb'r Pembiava~ Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00



Pasal 2

i Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lembaran
" Peraturan ini. .
Pasal 3

| Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
“ Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur inidengan pefjempatannya dalamBerita Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya
2 Szctember 2007
D:undangkan di Paiangka Rays [
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